SALINAN

BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

Menimbang :

Mengingat

a.

1.

PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

bahwa pajak Daerah merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang penting guna membiayai
pelaksanaan pemerintah daerah dalam melaksanakan
pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan
kemandirian daerah;

bahwa perhitungan Nilai Jual Tenaga Listrik Pajak
Penerangan Jalan perlu ditambah karena belum sesuai
dengan kenaikan perhitungan Nilai Jual Tenaga Listrik
Penerangan Jalan dalam upaya meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah, sehingga Peraturan Bupati
Rokan Hulu Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan perlu
diubah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu
membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2011
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Penerangan Jalan;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000
tetang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19
Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 129; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3987);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 181; Tambahan Lembaran Negara Republik
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10.

11.

12.

Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4880);
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor S59;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4483);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2009 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor S5 Tahun 2008 Tentang Perubahan
Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983
Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Nomor 62
dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4953 );

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 196; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 136
Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan
yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam
Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 248; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4050);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 137
Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara
Penyanderaan, Rehabilitasi

Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti
Rugi dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 249; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4051);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58
Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23
tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegitan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batu Bara ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69
Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfataan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91
Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut
Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar
Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMKO07/2010
tentang Tatacara Pengenaan  Sanksi Terhadap
Pelanggaran Ketentuan Di Bidang Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah;

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14.227
Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan
Pemberhentian Wakil Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;
Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1
tahun 2011 tentang Pajak Daerah;



24. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2011 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan
Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 30 Tahun 2011
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Penerangan Jalan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 30
TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2011 tentang
petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak penerangan jalan, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2014 tentang
perubahan atas peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 30 tahun 2011
tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak penerangan jalan diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 diubah, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu;

2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu;

3. Instansi adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pendapatan pajak dan retribusi.

4. Kepala Instansi adalah kepala organisasi perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pendapatan pajak dan retribusi.

5. Badan atau Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang
menyelengarakan urusan pemerintahan dibidang Pendapatan
Daerah;

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan wusaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN),
atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik,
atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;

7. Bank adalah Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah Kabupaten
Rokan Hulu sebagai tempat Penerimaan / Penyetoran Pajak Daerah;

8. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening Kas Umum Daerah
Kabupaten Rokan Hulu;



9. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima Instansi yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan pajak
dan retribusi;

10.Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik,
baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain;

11.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan
pajak;

12.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah;

13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka
waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga)
bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk
menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang;

14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun
kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang
tidak sama dengan tahun kalender;

15.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu
saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun
pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah;

16.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya
pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib
pajak serta pengawasan penyetorannya,;

17.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak
dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah;

18. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan
dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain
ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh
Bupati;

19.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak yang terutang;

20.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif
dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;

21.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;

22.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat
SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

23.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih
besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda;

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tetentu dalam peraturan
perundan-undangan perpajakan daerah yang tedapat dalam Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan
Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan;

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak;

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh
Wajib Pajak;

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang
meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta
jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang
ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan
laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah;

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan
tersangkanya;

Ketentuan pasal 5 diubah, sehingga pasal berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Nilai Jual Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh
dari sumber lain/ Non PLN untuk wilayah Kabupaten Rokan Hulu
ditetapkan sebagai berikut :

a.

b.

Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, oleh industri,
pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar Rp. 605,- / Kwh;
Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, selain industri
pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar Rp. 1.035,- / Kwh;
Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain/ Non PLN,
oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar Rp.
605,- / Kwh;



d. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri / Non PLN, untuk
keperluan rumah tangga dan atau/perkantoran diluar perkantoran
pemerintah sebesar Rp. 1.465,- /Kwh.

3. Ketentuan pasal 19 diubah, sehingga pasal berbunyi sebagai berikut :
Pasal 19

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran diatur sebagai
berikut :

a. Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pajak daerah pada
Rekening Kas Pendapatan Daerah dan / atau Kas Daerah Kabupaten
Rokan Hulu pada Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah atau
kepada Bendahara Penerima.

b. Bukti Setoran pajak disampaikan / ditembuskan ke Instansi yang
berwenang sebagai pengelola pendapatan daerah dengan fungsi
melaksanakan pemungutan pajak daerah.

c. Dalam hal pembayaran oleh wajib pajak dilakukan ke Bendahara
Penerima, dalam jangka waktu 1 x 24 ( satu kali dua puluh empat )
jam Bendahara Penerima wajib menyetorkan ke Kas Daerah sesuai
dengan peraturan perundang undangan.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan

Hulu

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 6 Maret 2018

BUPATI ROKAN HULU,
ttd
SUKIMAN
Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 6 Maret 2018
Salinan sesuai aslinya,

SEKRETARIS DAERAH KEPALA BAGIAN HUKUM,
KABUPATEN ROKAN HULU, —

ttd

~Pembina
DAMRI “NIPINYB61001 199303 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2018 NOMOR : 29



